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I AGENDA PEMBELAJARAN

WIB WITA WIT
08.00-10.00 9.00-11.00 10.00 - 12.00
10.00-10.15 11.00-11.15 12.00-12.15
10.15-14.30 11.15-15.30 12.15-16.30
14.30 - 14.50 15.30-15.50 16.30-16.50
14.50-15.10 15.50-16.10 16.50-17.10
15.10-15.30 16.10-16.30 17.10-17.30
15.30-15.50 16.30-16.50 17.30-17.50
15.50-16.20 16.50-17.20 17.50-18.20
16.20-16.30 17.20-17.30 18.20-18.30

Penyampaian Materi

Pembagian Kelompok & Penugasan
Ishoma & Diskusi Kelompok
Paparan Kel.1, Penanggap Kel. 2
Paparan Kel. 2, Penanggap Kel. 3 7
Paparan Kel. 3, Penanggap Kel. 4

Paparan Kel. 4, Penanggap Kel. 1

Evaluasi dan review

Evaluasi dan Penutup —
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DASAR HUKUM

UU No.17 Tahun 2003

UU No.25 Tahun 2004

UU No.23 Tahun 2014

PP No.8 Tahun 2008

PP No.90 Tahun 2010

PP No.12 Tahun 2019
Permendagri No.86 Tahun 2017

Permen PPN No.5 Tahun 2019
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Pemahaman
Perencanaan

APA YANG DIMAKSUD DENGAN
PERENCANAAN .........7



Perencanaan

UU No. 25 Tahun 2004

Suatu proses untuk menentukan
tindakan masa depan yang tepat,
melalui urutan pilihan, dengan

memperhitungkan sumber daya yang
tersedia.
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PENDEKATAN PROSES PERENCANAAN

TEKNOKRATIS

ILMIAH
Pengkajian dokumen yang

menjadi referensi (RPJM, RPJP,
RTRW, RKP).

POLITIS

KETERLIBATAN DPR/D

Pembahasan dengan
DPR/D

BOTTOM UP/
TOP DOWN

* MASYARAKAT
Penjaringan aspirasi melalui
forum konsultasi publik

* PEMERINTAH
Antisipasi isu aktual dan
kebijakan yang berkembang

PARTISIPATIF

PELIBATAN STAKEHOLDER
Pelaksanaan Musrenbang
yang melibatkan seluruh
pemangku kepentingan
(Daerah, K/L, Asosiasi Profesi,
Pakar, Akademisi, LSM, NGO
dll).



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

UV 25/2004
NASIONAL
Merupakan penjabaran dari
tujuan dibentuknya pemerintahan
Negara Indonesia yang tercantum Visi, misi, dan arah
dalam Pembukaan Undang-. pembangunan Daerah yang
Undang Dasar Negara Republik mengacu pada RPJP Nasional.

Indonesia Tahun 1945, dalam
bentuk visi, misi, dan arah
pembangunan Nasional.



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

UV 25/2004

@D

Merupakan penjabaran dati visi, misi, dan program
Presiden serta berpedoman pada RPJP Nasional,
yahg memuat

« strategi pembangunan Nasional,

kebijakan umum,

program KL dan lintas KL,

kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta
kerangka ekonomi makro termasuk arah
kebnlakan fiskal dalam rencana kerja yang
berupa kerangka requlasi dan kerangka
pendanaan yang bersifat indikatif.

DAERAH

Merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program
Kepala Daerah, berpedoman pada RPJP Daerah
ser’ca memperhatikan RPJM Nasional, memuat
arah kebijakan keuangan Daerah,
strategi pembangunan Daerah,
kebijakan umum, dan program SKPD, lintas
SKPD, dan
»  program kewilayahan disertai dengan rencana
keria dalam kerangka requlasi dan kerangka
pendanaan yang bersifat indikatif.



[su Strategis
Nasional

7l

Proses Penyusunan RPIM

' VISI MISI

Rancangan Rancangan

Renstra ... ‘ N Renstra 1
Rancangan
N

Renstra 2

Rancangan
Renstra 7

/ Rancangan

- RPIM — -

Rancangan
Rancangan Renstra 3
Renstra & .
Rancangan Q Rancangan
Renstra 5 Renstra 4

Ealuasi RPJM

Sebelunmnya

Isu Strategis

Daerah




RENCANA STRATEGIS

NASIONAL

Memuat visi, misi, tujuan, strateqi,
kebijakan, program, dan kegiatan
pembarzgunan sesuai dengan tuqgas
dan fungsi K/L yang disusun
dengan berpedoman pada RPJIM
Nasional dan bersifat indikatif.

VU 25/2004

Renstra-SKPD memuat visi,
misi, tujuan, strateqi,
kebijakan, program, dan
kegiatan pembangunan yang
disusun sesuai dengan tugas
dan fungsi SKPD serta
berpedoman kepada RPJM
Daerah dan bersifat indikatif.



Proses Penyusunan Renstra

' VISI MISI

Renstra SKPD ...
N

[su Strategis ' ‘ I— . —

. |
Renstra s

Ealuasi RPJM
Sebelunmnya

Renstra 1

Renstra 7 Renstra 2

Isu Strategis

Daerah

Nasional

Renstra 3
Renstra &

Renstra 4




JJ

Terwujudnya Indonesia Maju yang
Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong

JJ

Peningkatan Kualitas Manusia
Indonesia

Penegakan Sistern Hukum yang
Bebas Korupsi, Bermartabat, dan
Terpercaya

Struktur Ekonomi yang Produktif,
Mandiri, dan Berdaya Saing

Perlindungan bagi Segenap
Bangsa dan Memberikan Rasa
Aman pada Seluruh Warga
Pembangunan yang Merata
dan Berkeadilan

Pengelolaan Pemerintahan
yang Bersih, Efektif, dan
Terpercaya

Mencapai Lingkungan Hidup
yang Berkelanjutan

Sinergi Pemerintah Daerah
dalam Kerangka Negara
Kesatuan

Kemajuan Budaya yang
Mencerminkan Kepribadian
Bangsa

RPIMN 2020-2024




RENCANA KERJA PEMERINTAH

UV 25/2004

Pen[abaran dawz Penjabaran dari RPJMD dan mengacu

* prioritas pembangunan, pada RKP, memuat

* rancandan kerangka ekonomi makro secara * rancangan kerangka ekonomi
menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, Daerah, prioritas

» program K/L, lintas K/L, kewilayahan dan * pembangunan Daerah,
kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. » rencana kerfa, dan pendanaannya.
Renja K/L 2> RKA K/L Renja SKPD = RKA SKPD

APBN APBD



URUSAN PEMERINTAHAN

KONKUREN
(Pusat dan Daerah)
1. Urusan Wajib (24)
» Pelayanan Dasar (6)

- Pendidikan - Perkim
_ Kesehatan - Trantib, Linmas
- PUdan TR - Sosial

> Non Pelayanan Dasar (18)

Naker - Kominfo
- Pemberdayaan PA - KUKM
= Pangan - Penanaman Modal
= Pertanahan - Kepemudaan & OR
- LH - Statistik
- Admindukcapil - Persandian
- Pemberdayaan masy desa - Kebudayaan
- Dalduk & KB - Perpustakaan
= Perhubungan - Arsip
2. Urusan Pilihan (8)

- Kelautan & perikanan - ESDM
- Pariwisata - Perdagangan
- Pertanian - Perindustrian

- Kehutanan - Pariwisata

UuU 23/2014

APBN
APBD

ABSOLUT
(Pusat)

a. Politik luar negeri;

b. Pertahanan;

c. Keamanan;

d. Yustisi;

e. Moneter dan fiskal nasional.;

‘ f. Agama. ’




I PENYUSUNAN RKA

01

Penyusunan RKA-K/L

yang mengacu pada
Renja dan RKP
merupakan bagian

dari penyusunan
Rancangan APBN

02

Disusun oleh
Menteri/ Pimpinan
Lembaga selaku
Pengguna Anggaran

03

Dilakukan

berdasarkan Pagu
Anggaran K/L yang
ditetapkan oleh
Menteri Keuangan




I Target Kinerja
Target dan indikator Kinerja

Target dan indikator Kinerja

Target dan indikator Kinerja

IMPACT
Target dan indikator Kineria SASARAN
BENEFIT
PROGRAM PRIORITAS " Target dan indikator Kinerja
OUTCOME

Target dan indikator Kinerja KEGIATAN
OUTPUT







Apa yang dimaksud
dengan APBD dan APBD..?




| Pengertian APBN dan APBD

é * UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujuioleh DPR.

APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh DPRD.

* UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah

APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan UU.

APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.



Struktur APBN dan APBD




I Logika APBN/APBD

A - D - -

BELANJA

BELANJA PENDAPATAN

J

i SURPLUS
— Pengeluaran

|
Penerimaan Pembiayaan
Pembiayaan

DEFISIT

Pembiayaan | Pengeluaran
- Pembiayaan

APBN/APBD = PENDAPATAN + Penerimaan Pembiayaan = BELANJA + Pengeluaran Pembiayaan



| SIKLUS APBN

JANUARI

——

|:¢J Arah Kebijakan &

Prioritas
Pembangunan
Nasional

OKTOBER
Penetapan RUU
APBN di DPR

NOVEMBER

W Penetapan

m Perpres Rincian
APBN

FEBRUARI - MARET
© 3 Review Baseline
Penyusunan dan

Penetapan
Pagu Indikatif

AGUSTUS

Penyampaian

N
';‘—‘E—"' RUU APBN dari

Nota Keuangan

DESEMBER

oiea » Penetapan

BB DIPA

Penyampaian
KEM & PPKF
ke DPR

Penetapan
RKP

JUNI

o Penetapan
m Pagu Anggaran

TAHUN ANGGARAN SELANJUTNYA

Pelaksanaan

Anggaran ﬁ e I



g Gubernur

B VRN AR Rencana Xerja dan Angoaran “Rancangan ;‘*"'Wm"'_
Prioritas Plafon Anggaran Semewtara Kebijakan Umum APBD — KEF'KA) _ ?G"MP“K_:B g‘; Belanja
(KUA PPAS) Prioritas Plafon Avggaran Satuan Kerja Pmerintah disamvaikan ke DYRD
Paling lambat disampaikan ke DPRD ) _(KW\ TPA) in Pacran GERE) P;ing lambat
Winggu 2 Jul Disepakati Gubernar dan DPRD mingau 2. September

Mivggu 2. Agustus
e

// Siklus
untuk pedoman pevnetapan ’P 6V| \'l M 5 M Vl a V‘ Rancanga APBD dibahas
Rencavna Kerja (Rewja) SKPD DPRD dav ditetapkan

Ditetapkan paling lambat N\ paling lambat
ahir Juwi \ ! A% i; akhir November
PAPPEDPA ' -
\

=
e

Rencana Kerya ?cmcr:i;n;ah Daerah (RKPD)

3 A
| _ % APBD
ﬁ Dilaksanakan
é‘b 5 Raperda APBD Raperda APBD
: 2 Diperbaiki oleh Gubernur Disampaikan ke Kemendagyri
Kslumhan > Januari ﬁ)? Di | dan DPRD uwtuk ditetapkan uwituk dievaluasi dan
Kecamatan > Februar I\G:MI nasi mewjadi Perda APBD paling disampaikan kembali ke
Kota/Kabupaten > Minggu 4 Waret =X lambat Wisadisn Gubervur selambatvya
Provinsi > WMinggu 2 April VQ&) akhir Desember e ‘Pertengahan Desember



PERCEPATAN
PEMULIHAN

EKONOMI
DAN PENGUATAN

REFORMASI




Q/:s—, KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA ’
/% REPUBLIK INDONESIA INBN:sSIA

FOKUS APBN TAHUN 2021
Penanganan Kesehatan A

Fokus vaksinasi, penguatan ' Pemulihan Ekonomi
sarana & prasarana kesehatan, Dukungan terhadap UMKM
laboratorium, penelitian & (usaha mikro, kecil, dan

pengembangan. menengah) & dunia usaha. A
-Vl V- 4 = ‘ ' -
' erlindungan Sosial I Safacrostar
Terutama bagi kelompok yang < Sdang hasehatr,
/\ P B N 2 O 2 1 S RL S e | i pendidikan, perlindungan
sosial, dLL




Asumsi Dasar
Ekonomi Makro

Perturnbuhan ekenomi Indonesia diproyeksikan
kembali menuju trajectory pertumbuhan jangka

menengah, meskipun masih penuh ketidakpastian

D 2021 W Ourock 2020

meaial par Ciobar 2030

Pertumbuhan
7 Ekonomi ix) 510
=17 sd. -0,6

Faktor utama yang memengaruhi
pertumbuhan ekonomi yaitu penanganan
Cowid-19, dukungan stimulus fiskal untuk
mielanjutkan program PEN dalam rangka
permulinan ekonomi, dan pertumbuhan
akonami global

™ Nilai Tukar
2 Nl 14.600

Pamulihan ekonomi domestik di tabun 2021
akan semakin menarik anus modal masuk
dan memperkuat Rupizh. Peluang
pemulihan skonomi negara maju, akan
memengaruhi kondisi likuiditas di pasar
global

[USS barel)
39
Faktor yang memengaruhi harga minyak
dunia 2021 antara lzin peluang parbaikan
kondisi perekonomian global berdampak
pada naiknya permintaan mimyak di pasar
komaditas minyak mentah global

A/ Inflasi ) 310

Tingkat inflasi tahun 2021 dipangaruhi aleh
pulibrya aktivitas konsumsi masyarakat dan
pertumbuhan ekonomi nasional

Tin Bnl.l1g'r:|]I
z SBN 10 Tahun™ (%) 7122

Tingkat Bunga 3
SPN 3 Bulan (%)

Tingkat burga SBM 10 tahun akan dipengaruhi
antara lain aleh risiko ketidakpastian pasar
k=uangan global dan prospek membaikmya
perekonomian Indonesiz. Kerja sama otoritas
fiskal dan moneter akan semakin diperkuat
untuk menjaga stabilitas makroskonomi dan
sistemn kauangan.

= Diodarm APERN 200, Tingiee Eunio SEM 70 iahun mngporsian
eimgaat Bunga SFT 3 Butan

g’ ] KftingMinyak 705
enc's 705

. LfingGes 1.007
= [ —— o92

Target [ifting migas tahun 2021 akan
dipengaruhi oleh potensi penurunan alamiah
surmur-sumur existing dan optimalisasi lifting
rnigas melalui peningkatan upaya teknis,
reformasi birchkrasi, serta perbaikan iklirn usaha
{ease of doing business)

Sasaran
dan Indikator
Pembangunan

Upaya meningkatkan kesejahteraan al
ditunjukkan dengan kesepakatan untuk
mermperbaiki indeks Milai Tukar Petani dan
Milal Tukar Nelayan dalarm APEM 2021

-
) Indeks
Tingkat Pembangunan
Pengangguran %) Manusia
20m: 77 -9, 20m: 72,78 -"7T7295
', .
N L
o, " -
Gini Ratio Kemiskinan %)
2021: 0,377 -0,379 2021 9,2-9,7

-
172y

L

¢

i

Nilai
Tukar Petani
z021: 102-104

off¢

Nilai
Tukar Nelayan
zoz1: 102-104



Postur APBN

Mendukung Percepatan Pemulihan
Ekonomidan Penguatan Reformasi

APBN
202]

(xrivn Rupahy

Defisit 5,7%
terhadap PDB

2020 2021
Pe n
el s 16999 17436

Penenimaon Perpajakan 14045 14445
Penerimoon Negaro Bukan Pajak 2941 2982
Hbah 13 09

Belanj
= 27392
Belanja Pemerintah Pusar 19752
Transfer ke Daerah & Dana Desa 7639

Keseimbangan Primer (700,4)
Defisit Anggaran (1039.2)

(6,34) % thdp FOB

Pembiayaan Anggaran 10392

Pendapatan
Negara

Rpl.743,6 T

Penerimaan
Perpajakan

Rpl.444,5 T

Rp298,2 T

Belanja

Negara Rp2.750,0T

Tumbuh

0,4%

Bslanja
Pemerintah
Pusat

Rpl954.,5T

Pembiayaan Rpl.006,4 T

(2020: Rp1.039,2T)

Anggaran

Belanja Pemerintah Pusat

Menurut Fungsi

Kormposisi menurut kKlasifikasi fungsi
dipengaruhi oleh prioritas dan kebijakan
Permerintah, dengan mempertimbangkan
kewenangan Pemerintah Pusat

Perlindungan Sosial
Rp260,1T
(13,3%)

Pendidikan
Rp1752T
(9,0%)

Agama

B Pelayanan Urnum
Rp526,2T
(26,9%)

Pariwisata
Rp53 T
(0,3%)

Total Belanja
Pemerintah Pusat

Kesehatan
RPNIL7 T Rpl1.9545T
(5,7%) B Pertahanan
Perurnahan Rp137,2T
& Fasilitas Urnum (7,0%)
Rp33.2T
(1,7%) 0 Ketertiban & Keamanan
Rple6,6 T
Perlindungan (8,5%)
& Lingkungan Hidup B Ekonomi
Rp513T
(26,2%)

26,9%

Fungsl pelayanan umum
ze|alan dzngan upays
Pemerintah mendorang
birokras serta layanan publik

26,2% 13,3%

Fungsl ekonomi diarahkan F'I-ll'lﬂﬁ perlindungan
untuk mendukung berbagal soslal difckuskan untuk
keglatan Pemerntah dalam membantu masyarakat
pernbangunan ekorami bawah terutama dalam

yareg lebih tangkas, efektif, melalul peningkatan ketshanan menghadapl dampak
produktif , dan kompetiti, pangarn dan enarg, pandeml Covid-1 yang
termasuk pemenuhan permbangunan Infrastruktur, dipertirakan mastih akan
kzwa|lban Pemerintah serta pembangunan teknolegl berlanjut ke tahun 2021,

dan Informatika.
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Hankam dan
Hukum

Dukungan atas lembaga hankam dan penegak
Hukum diberikan untuk peningkatan stabilitas

nasional dalam pelaksanaan pembangunan dan
pemulihan ekonomi

—’——— ~
” so00000000e ~\\
-,
; Mahkamah Agung (l:1i¥3] & N
L]
| Peningkatan fungsi SPPT Tl (Sistem Peradilan Pidana ‘ : 1
\\ Terpadu berbasis Teknologi Informasi) di 283 pengadilan 3 \ : l’
. \\ Pengembangan prosedur beracara elektronik di : ,/
sttooOReee ~ engadilan (e-court . s
: Kemenhan Rp137,3T >~ G SRR Mg
: Pemenuhan, modernisasi, dan perawatan alutsista e e
. Memelihara kestabilan pertahanan mendorong 00000080000 .
S pemulihan ekonomi E polrl Rp112,1 T
: Memperkuat stabilitas Polhukhankam
. mendorong pemulihan ekonomi
: Modernisasi almatsus
[EEEENNNNNN] . 2 =
. . Profesionalisme SDM
L] I E X NN NN NNNN]
: KPK Rp13 T
E monitoring implementasi Strategi Nasional
. Pencegahan Korupsi
[ ] [ R RN NN NNNN )
. Pengembangan Sistem Penanganan Perkara Pidana H - 5%
E ‘ Korupsi mendukung SPPT-TI Kejaksaan Rpg’s T J N
N Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi F_’enanga_man/penyelesaian pemulihan aset terkait NN
% erce00000e tindak pidana el B
pembangunan ruang pemantauan serangan siber, .
dan pusat data SOC (Secure Online Communication) :
L]



| TUGAS KELOMPOK

DISKUSIKAN dan PAPARKAN
1. RPJIMN 2020-2024

e Visi Misi dan Arahan Presiden = Identifikasi sasaran yang akan dicapai oleh kontribusi MA

* ldentifikasi asasaran dan target kinerja yang menjadi tanggung jawab MA dalam Memperkuat
Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

 Urutkan dalam tingkatan dari Visi, Misi, Arahan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi, Program
Prioritas = Bandingkan dengan Renstra MA dan Kegiatan 2021

2. Pelajari isu aktual sesuai kasus :

 Apa kelemahan-kelemahan upaya penegakkan hukum yang terjadi saat saat ini ?

* Jika kelemahan dimaksud tidak segera ditangani apa dampak yang akan ditimbulkannya ?

e Identifikasi akar masalahannya kenapa hal itu terjadi !

Apa alternatif solusi yang dapat dilakukan agar dapat memperkuat upaya penegakkan hukum di
Indonesia dikaitkan dengan sasaran target kinerja dan pencapaian Visi Misi Presiden ?



VISI, MISI dan SASARAN

m . Baseline Target
” ﬂ 2019 2024

Menguatnya Stabilitas Polhukhankam dan Terlaksananya Transformasi Pelayanan

Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, =TT Publik
Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan 7% 1 s
b /3 Peneg \1 Indelks Pemb Huloum 0.61 0,73
Gotong Royong ( Hulkum W mbangunan (2018) .
Nasional yang /
Mmisi ARAHAN AGEDA N Mantap l' 2. Persentase judicial review yang 13,15 dan 8,15 dan
PRESIDEN PEMBANGUNAN S R4 dikabullan (%] 12,05 7 05
R TSNIN 2 [2018) ;
1| P s e s o mmm’;;;m”' 3. Peringlat EcDE Indonesia untulk 146 -0
e Sl st aspek penegakan kontrak
7 St Ekarom gng Podukt Wanir '| ‘Sﬂ" e
o Bt S Mengentanghan Wiaeh . 4. Peringltat EoDE Indonesia untulk
n‘l Mengurangi Kesenigngen dar lesai kepailit 36 20
3 Pembangurer ang Merta a1 Merjamin Pemerdtzen . aspelk penyelesalan pailitan
Pemba - -
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